
LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR: 142 TAHUN:1986 SERI : D NO.140

PERATURANDAERAHPRoPINSIDAERAHTINGKATIBALI
NOMOR 09 TAHUN 1983

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI'

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan pasal

49 Undang'Undang Nomor 5 Tahun L97 4 tentang
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, maka dipandang
perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pem-

' bentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Per-

tanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;

b. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Pertani'
' an Nomor 453/Kpts/Org/6/1980 dalam rangka pening-

katan produksi Pertanian Tanaman Pangan dengan tek-
nologi mutahir maka dipandang perlu menetapkan Susu-
nan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman

Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali, agar dapat me-
nyelenggarakan tugasnya secara berdayaguna dan ber-
hasilguna.
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Mengingat

Menetapkan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI
Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 3037) ;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pem-
bentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Nega;a RI
Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 1649) ;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Ta-
hun 1983 tanggd 19 Mei 1983 tentang perubahan struk-
tur Organisasi Tata Kerja Departemen Pertanian ;

4. Keputusdn Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun
1977 tentang Pedoman pembentukan, susunan organi-
sasi dan tata kerja Dirras Daerah ;

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980
tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Pembentukan
Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman
Pangan;

6. Keputusan Menteri Pertanian tanggal23 Juni 1980 No-
mor 453/KptslOrgl6ll980 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN:

PER,ATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TING.
KAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN
TANAMAN PANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI.

BAB I
KETENTUAN I.'MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Dae-
rah Tingkat I Bali ;
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b. Kepala Daerah adalah Gubernirr Kepala Daerah Ting-
kat I Bali ;

c. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Tanaman Pa-

ngan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;

d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;

e. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Propr.{si Daerah Tingkat I Bali pada masing-
masing Kabupaten Daerah Tingkat II.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK

DAN FUNGSI
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerdh ini dibentuk Dinas pertarli-
an;

(2) Dinas Pertanian adalah unsur Pelaksana Pemerintah
Daerah, dibidang pertanian tanaman pangan ;

(3) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang berada dibawah dan bertanggung kepada

. 
Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Pertanian mempunyai tugas :

a. melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah
dalam bidang Pertanian Tanaman Pangan ;

b. melaksanakan urusan tugas pembantuan (serta tantra)
yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya.

Pasal 4

. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal
3, Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

a. merumuskan kebijaksanaan teknis memberikan bimbing.
an dan pembinaan serta memberikan/perijinan sesuai
dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dae-
rah berdasarkan ketentuan perattuan perundang-undang-
an yang berlaku ;
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b. melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya, berdasar-
kan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

c. pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan
tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang dite-
tapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan peraturan per-
undang-undangan yang berlaku.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :

a. Kepala Dinas.
b. Bagian Tata Usaha.
c. Sub-sub Dinas.
d. Cabang Dinas.

Pasal 6

Sub Dinas Sub Dinas dimaksud pada pasal 5 huruf c adalah
sebagai berikut :

a. Sub Dinas Bina Program ;

b. Sub Dinas Bina Produksi Tanaman Pangan ;

c. Sub Dinis Bina Produksi Horticulttua ;

d. Sub Dinas Bina Usaha Petani dan Pengolahan Hasil Per-
tanian ;

e. Sub Dinas Perlindungan Tanaman Pangan ;

f. Sub Dinas Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan ;
g. Sub Dinas Perluasan Areal Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal ?

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum ;

b. Sub Bagian Kepegawaian ;

c. Sub Bagian Keuangan ;

d. Sub Bagian Perlengkapan ;
e. Sub Bagian Efisiensi dan Tata Laksana.

(2) Sub Bagian Sub Bagian tersebut pada a5rat (1) pasal
ini, dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang
berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian
Tata Usaha.
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Pasal 8

Sub Dinas Bina Program terdiri dari :

a. Seksi data dan statistik Pertanian ;

b. Seksi Penganggaran ;

c. Seksi pengendalian dan Evaluasi :

d. Seksi Identifikasi dan Perumusan.

Pasal 9

Sub Dinas Bina Produksi Tanaman Pangan terdiri dari :

a. Seksi pengujian dan pengembangan teknologi produksi ;

b. Seksi Pembinaan produksi Benih ;

c. Seksi pengembangan alat dan mesin pertanian ;

d. Seksi pengembangan produksi.

Pasal 10

Sub Dinas Bina Produksi Horticultura terdiri dari :

a. Seksi pengembangan teknologi Produksi Horticultura ;

b. Seksi Pengujian teknologi Pro'duksi Horbiculttua ;

c. Seksi Bina Produksi Benih/Bibit Horticultwa ;

d. Seksi Perlakuan hasil Horticultwa.

Pasal 11

Sub Dinas Bina Usaha Petani dan Pengolahan hasil Pertani'
arrterdiri dari :

a. Seksi Informasi pemasaran ;

b. Seksi pasca panen ;

c. Seksi managemen usaha tani ;

d. Seksi perizinan usaha pertanian dan pemanfaatan sum'
ber daya alam.

Pasal 12

Sub Dinas Perlindungan Tanaman Pangan terdiri dari :

a. Seksi Pengamatan dan Peramalan hama dan penyakit ;

b. Seksi pestisida ;

c. Seksi pengendalian hama dan penyakit lapangan ;

d. Seksi pengendalian hama Vertibrata, hama dan penyakit
gudang.
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Pasal 13

Sub Dinas Perluasan Areal Pertanian Tanaman Pangan ter-
diri dari :

a. Seksi peniembangan lahan ;

b. Seksi Rehabilitasi lahan kritis ;

c. Seksi Tata Guna Air ;

d. Seksi Transmigrasi.

Pasal 14

Sub Dinas Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan terdiri
dari :

a. Seksi bimbingan tenaga Penyuluhan dan Program Penyu-
luhan;

b. Seksi bimbingan kelembagaan tani ;
c. Seksi bimbingan Penyaluran Teknologi ;

d. Seksi Sarana Penyuluhan.

Pasal 15

Bilamana dipandang perlu dapat dibentuk Cabang-Cabang
Dinas Pertanian sesuai dengan pedoman yang ditetapkan
oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 16

Bagan Struktw',Organisasi Dinas Pertanian adalah sebagai-
mana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
BIDANG TUGAS
Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 17

Kepala Dinas Pertanian mempunyai tugas :

a. memimpin Dinas Pertanian sesuai dengan tugas pokok
yang telah digariskan dan bertugas untuk membina apa-

ratur Dinas agar berdayaguna dan berhasilguna ;

b. membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan kebijak-

sanaan dalam bidang Pertanian Tanaman Pangan ;
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c. melaksanakan segala ketentuan yang ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian yaqg pe-
tunjuk pelaksanaannya diberikan oleh Kepala Daerah
berdasarkan pedoman Menteri Pertanian ;

d. memberikan iaporan saran/pertimbangan kepada Ke-
pala Daerah tentang kebijaksanaan serta langkah yang
perlu diambil untuk melaksanakan tugas pokok.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 18

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayan-
an teknis dan administrasi bagi seluruh satuan Unit kerja
dalam ruang lingkup Dinas Pertanian sesuai dengan tugas-
nya masing-masing dan sesuai dengan pedoman kebijaksa'
naan teknis administrasi yang ditetapkan oleh Kepala
Dinas.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 8

bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. menyelenggarakan urusan Tata Usaha dan rumah tang-
gai

b. menyelenggarahan umsan Kepegawaian ;

c. menyelenggarakan urusan Keuangan ;

d. menyelenggarakan urusan Perlengkapan ;

e. menyelenggarakan urusan efisiensi Tata Laksana.

Pasal 20

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan un$an
tata usaha rumah tangga dan administrasi kantor dan mem-
punyai fungsi :

a. menyelenggarakan urusan surat-menyurat, kearsipan,
pengetikan dan penggandaan naskah ;

b. penyelenggaraan urusan rumah tangga Dinas termasuk
urusan perjalanan dinas, kendaraan/angkutan; konsul-
tasi protokol dan urusan rumah ta,ngga dinas ;

c. melaksanakan administrasi kantor dan tugas lain yang

dibebankan pada sub bagian umum.

69



Pasal 21

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
urhsan kepegawaian Dinas dan mempunyai fungsi :

a. menJrusun rencana formasi pengendalian kepangkatan
dan jabatan ;

b. menyelenggarakan tata usaha dan mutasi dilingkungan
Dinas Pertanian ; .

c. menyelenggarakan pensiun pegawai janda/duda, yatim
piatu, serta kesejahtraan pegawai dilingkungan Dinas
Pertanian.

Pasal 22

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengelola ke-
uangan Dinas dan mempunyai fungsi :

a. menJrusun Tata Laksana Keuangan Dinas pertanian 
;

b. melakukan pertanggungjawaban keuangan ;
c. melakukan urusan pembukuan, pemeriksaan penilaian

terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
Dinas Pertanian ;

d. mengelola perbendaharaan Dinas Pertanian.

Pasal 23

Sub Bagian perlengkapan mempunyai tugas untuk melak-
sanakan urusan perlengkapan dinas dan mempunyai
fungsi :

a. melaksanahan inventarisasi dan perencanaan perleng-
kapan dinas ;

b. mengurus penyediaan dan penyaluran perlengkapan
dinas ;

c. melakukan urusan penghapusan, pemeliharaan, pembe-
lian bangunan/gedung dinas ;

d. menyelenggarakan umsian dinas lainnya yang ada hu-
bungannya dengan perlengkapan.

Pasal 24

Sub Bagian Efisiensi & Tata Laksana mempunyai tugas
mempersiapkan pembinaan organisasi dan tata kerja, me-
nyiapkan inovasi, mempersiapkan naskah dan menilai
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peraturan yang berlaku berhubungan yang dengan bidang
tugasnya dan mempunyai fungsi :

a. menganalisa dan mengevaluasi tata cara kerja yang ber-
laku dan mengajukan saran untuk perbaikan/penyem-
purnaan ;

b. mempelajari dan menilai atas pelaksanaan peraturan-
peraturan yang berlaku ;

c. menganalisa dan mengevaluasi tentang tata kerja serta
menyampaikan informasi kepada pimpinan dan meru-
muskan naskah perbandingannya dan humas ;

d. melalcsanakan tugas lain yang dibebankan pada sub bagi-
an efisiensi & tata laksana.

Bagran Ketiga
Sub-Sub Dinas Pertanian Tanaman Pargan.

Pasd 2b

Sub Dinas Bina Program mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas pokok Dinas Pertanian dibidang pembinaan
program Pertanian sesuai dengan pedoman serta kebijaksa-
naan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas pada pasal 25 Sub Dinas Bina
Program mempunyai fungsi :

a. merumuskan kebijaksanaan teknis dibidrrng Perbanian
tanaman pangan ;

b. mengumpulkan data dan pengolahan data serta penyaji-
an data dibidang Pertanian tanaman pangan dan Statis-
tik ;

c. mempersiapkan penyusunan program dan proyek dan
rencana anggaran pembangunan ;

d. melaksanakan pengendalian & evaluasi pelaksanaan
program serta merumuskan saran dan penyesuaian ;

e. melaksanakan administrasi kerja sama Luar Negeri ;

f. melaksanahan tugas Dinas yang dibebankan pada Sub
Dinas Bina hogram.
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Par,al 27

Seksi Data dan Statistik Pertanian mempunyai tugas me-
laksanakan pengumpulan, pengolahan analisa serta penya-
jian statistik Pertanian Tanaman Pangan dan mempunyai
fungsi :

a. melaksanakan pengumpulan pengolahan analisa evaluasi
dan penyajian data statistik Pertanian Tanaman pangan
(padi, palawija, hortikultura) serba data potensi wila-
yah;

b. membuat data Ramalan dan evaluasi Produksi Tanaman
Pangan ;

c. menyiapkan perencanaan sesuai dengan pengumpr:Ian
data statistik Pertanian Tanaman Pangan untuk keperlu-
an pedoman pembangunan.

Pasal 28

Seksi penganggaran mempunyai tugas melaksanakan pe-
nJruiunan anggaran pembangunan, Routin Dinas dan mem-
punyai fungsi :

a. mempersiapkan menyusun daftar usulan proyek (DUp)
dan dafbar-trsulan kegiatan (DUK) dari proyek pemba-
ngunan maupun rutin Dinas Pertanian ;

b. merumuskan kebijaksanaan teknis di bidang Pertanian
Tanaman Pangan ;

c. melaksanakan administrasi kerja sama luar negeri.

Pasal 29

Seksi Pengendalian & Evaluasi mempunyai tugs untuk me-

laksanakan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan
program dan proyek di bidang Pertanian Tanaman Pangan,
dan mempunyai fungsi :

a. mengikuti dan menelaatr pelaksanaan program dan
proyek ;

b. mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi dan menyusun
laporan pelaksanaan program dan proyek ;

c. melnonitor pelaksanaan proyek-proyek.

72



Pasal 30

Seksi Identifikasi dan Perumusan mempunyai tugas untuk
melaksanahan studi dan snrvey serta melaksanakan kom-
ponen teknis, sarana kerja, biaya dan tenaga teknis dan

merumuskan program proyek yang berfungsi :

a. mengadakan Identifikasi permasalahan ;

b. menyusun prognm proyek pengalokasian anggaran DIP.

Pasat 31

Sub Dinas Bina Produksi Tanaman Pangan berbugas untuk
melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pertanian Ta-

naman Pangan di bidang dan pembinaan peningkatan pro'
duksi Tanaman Pangan berdasarkan kebijaksanaan teknis
yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman
Pangan.

Pasal 32

Untuk pelaksanaan tugas dimaksud pasal 31, Sub Dinas

Bina Produksi Tanaman Parigan mempunyai fungsi :

a. melaksanakan pembinaan di bidang pengujian teknologi
produksi ;

b. melaksanakan bimbingan pengembangan produksi be-

nih;
c. melaksanahan pengembangan teknologi produksi dan

gizi;
d. melaksanakan bimbingan pengembangan alat dan mesin

pertanian ;

e. melahsanakan tugas lainnya yang dibebankan oleh Kepa'
la Dinas.

Pasal 33

Seksi perEujian dan pengembangan teknologi Produksi
mempunyai tugas melaksanahan bimbingan pengujian va-

ritas teknologi, pemupukan dan kesuburan tanah, tekno-
logi pola tanam dan bercocok tana.rr, dan mempunyai
fungsi : .

a. melahukan bimbingan dibidang pengujian varitas, tekno-
logi pola tana.m dan bercocok tanam bahan makanan
utarna khusus padi ; 
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b. melakukan bimbingan pengujian varitas teknologi pemu-
pukan dan kesuburan tanah teknologi pola tanam dan
bercocok tanam bagi palawija ;

c. melakukan bimbingan pengujian varitas, teknologi pe-
mupukan dan kesuburan tanah teknologi pola tanam
dan bercocok tanam bagi tanaman Hortikultura ;

d. melakukan bimbingan dibidang pengujian pola tanam
tumpang sari ;

e. melaksanakan tugas lainnya yang dibebankan pada Sub
Dinas Bina Produksi dari Kepala Dinas Pertanian.

Pasal 34

Seksi bimbingan dan Produksi Benih mempunyai tugas
memberikan bimbingan terhadap pengadaan/penyaluran
benih bermutu dan mempunyai fwrgsi :

a. mengadakan pembinaan dibidang pengadaan, perba-
nyakan, pgngolahan, penyimpanan serta penyebaran
benih/bibit padi, palawija Hortikultura yang bermutu ;

b. melakukan bimbingan terhadap penangkar benih ;

c. melahsanakan tugas Kepala Dinas yang dibebankan Sub
Dinas Bina hoduksi.

Pasal 35

Seksi pengembangan alat-alat dan mesin pertanian mem-
punyai tugas untuk melalcsanakan bimbingan dibidang pe-

ngembangan alat dan media pertanian serta mempunyai
fungsi :

a. melakukan bimbingan dibidarE penggunaan pemelihara-
an alat dan mesin pertanian, pembukaan lahan dan budi-
daya;

b. melalcsanakan bimbingan dalam penggunaan pemelihara-

an serta pembuatan/motifikasi alat dan mesin pengolah-
an hasil pertanian tanaman pangan ;

c. melakukan bimbingan dibidang penempan dan perEem-
bangan teknologi tepat guna dipedesaan ;

d. melalcukan evaluasi & Standarisasi penggunaan alat dan
mesin pertanian ;
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e. melalsanakan tugas lainnya yang dibebankan oleh Ke-

pala Dinas.

Pasal 36

Seksi Pengembangan produksi mempunyai tugas melaksa-

nakan bimbingan dibidang pengembangan produksi padi,
palawija Hortikultura dan memptu'ryai fungsi :

a. melakukan bimbingan pada pengembangan teknologi
produksi padi palawija ;

b. merencanakan dan membimbing penterapan teknologi
produksi untuk Padi, Palawija ;

c. melahsanakan Demonstrasi dan percontohan-percontoh-
an;

d. merencanakan pengembangan dan pembinaan areal ta-
naman komodity padi, palawija, pada areal baru yang

cocok untuk pengembangan dan pencapaian produkti-
vitasnya.

Pasat'gZ

Sub Dinas Bina Produksi Hortikultura mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pertanian Ta-

naman Pangan dibidang pembinaan Peningkatan Produksi
Horticultura berdasarkan kebijaksanaan Teknis yang dite-
tapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 38

Untuk melahsanakan tugas dimaksud Pasal 37 Sub Dinas
Produksi horticultura mempunyai fungsi :

a. Melahsanakan pembinaan dibidang pengembangan Pro'
duksi Horticultura.

b. Melaksanakan pembinaan pengujian teknologi Produksi
Horticultura.

c. Melalcsanakan pengembangan pembinaan Produksi Be-

nih/ Bibit Horticultuta.
d. Melaksanahtrn pembinaan perlalcuan hasil Horticultura.

e. Melahsanakan tugas lainnya yang dibebankan oleh Kepa-

la Dinas.
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Pasal 39

Seksi Pengembangan Teknologi Produksi Horticultua
mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolah-
an data, perencanaan kebutuhan dan Produksi memper-
siapkan bahan pen5rusunan pedoman serta melakukan bim-
bingan pengembangan Prodtiksi, dan mempunyai fungsi :

a. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta pe-

rencanaan kebutuhan dan Produksi.

b. Mempersiapkan bahan pedoman pengembangan tekno-
logi Produksi sayur-sa5ruran, buah-buahan, tanaman hias,
tanaman pekarangan dan perlebahan.

c. Melakukan bimbingan perigembangan terhadap saytu-
sa5ruran, buah-buahan, tanaman hias, tanaman pekarang-
an dan perlebahan

Pasal 40

Seksi pengujian Teknologi Produksi Horticultura mempu-
nyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan pedoman
dan melakukan bimbingan pengujian Varitas Horticultura
teknologi pemupukan kesuburan tanah, dan perlebahan
serta mempunyai fungsi : 

.

a. Mempersiapkan bahan penyusunan pedoman pengujian

Varitas Teknologi pemupukan, kesubtuan tanah terha-
dap pola tanam bercocok tanam.

b. Melalcukan bimbingan Pengujian Varitas, terhadap pe-
mupukan teknologi pola tanam dan bercocok tanam.

c. Menyusun bahan Rekomendasi paket Teknologi.

d. Memonitor pelahsanaan pengujian dan pelaksanaan Re-
komendasi Teknologi.

Pasal 41

Seksi Bina hoduksi Benih/Bibit Horticultura mempunyai
tugas mempersiapkan bahan, penyusunan pedoman dan
bimbingan pengadaan, perbanyakan, pengolahan, penyim-
panan, penyebaran benih betrrutu, dan pembinaan penang-

kar benih serta mempunyai fungsi :

a. Mempersiapkan batran penyusunan pedoman pengadaan,
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perbanyakan, pengoliahan, penyimpanan, dan penyebar-
an benih/bibit bermutu.

b. Melakukan bimbingan dibidang pengadaan, perbanyak-
an, pengol3han, penyimpanan dan penyebaran benih/
bibit bermutu.

c. Melakukan pembinaan penangkar benih dan melakukan
demonstrasi benih unggul.

Pasl 42

Seksi Bina Perlakuan Hasil Horticultrua mempunyai tugas

mempersiapkan bahan penyusunan, pedoman, dan melaku-
kan bimbingan serta pembinaan mengenai perlakuan hasil,
dan mempunyai fi.rngsi :

a. Mengada\an pengamatan, pengumpulan dan analisa dan
mengenai perlakuan hasil Horticultura.

b. Merencanakan dan mempersiapkan penyus.unan pedom-
an-pedoman perlalcuan hasil Horticultura.

c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan perlahu4n hasil
ditingkat Produsen dan Konsumen.

d. Mengadakan Demonstrasi dan penyebaran Informdsi me-
ngenai perkembangan teknologi tepat guna perlakuan
hasil Horticulturb.

Pasal 43

Sub Dinas Bina Usatra Petani dan Pengolahan Haqil Perbani-

an mempunyai tugas melaksanahan sebagian tugas pokok
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dibidang pembinaan
Usaha Petani Tanaman Pangan berdasarkan kebijaksanaan
teknis Kepala Dinas.

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas tersebut pasal 38 Sub Dinas
Bina Usaha Petani dan pengolahan hasil mempunyai
fuirgsi :

a. melaksanahan bimbingan dalam rangka pemanfaatan
sumber daya serta melahsanalcan bimbingan manajemen
usaha tani ;'

b. melaksanakan bimbingan pa{icapanen ;
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c. melaksanakan pemberian pelayanan dan pengendalian
perizinan serta bimbingan pengembangan perusahaan
pertanian tanaman pangan ;

d. melaksanakan bimbingan usaha peningkatan efisiensi
pemasaran dan perluasan pasar, pengendalian expor/im-
por hasil dan sarana produksi ;

e. melaksanakan tugas yang dibebankan olph Kepala Dinas.

Pasal 45

Seksi informasi pemasaran mempunyai tugas melaksanakan
bimbingan tataniaga hasil pertanian tanaman pangan, dan
mempunyai fungsi :

a. menyiapkan dan menganalisa data serta membuat reko_
mendasi sistem pemasaran ;

b. melakukan bimbingan pengembangan sistem informasi
pasar ;

c. melakukan promosi dan perluasan pasar hasil pertanian
tanaman pangan.

Pasal 46

Seksi Pasca Panen mempunyai tugas melaksanakan bim_
bingan dibidang. pengembangan pasca panen pengolahan,
pengawetan hasil pertanian tanaman pangan serta mem-
punyai fungsi :

a. melakukan bimbingan dibidang pengembangan teknolo-
gi pasca panen, pengemasan dan transportasi hasil per_
tanian tanaman pangan ;

b. melaksanakan bimbingan pengembangan cara-cuua gra-
ding, sortasi dan standarisasi hasil pertanian tanaman
pangan.

Pasal 4Z

Seksi manajemen usaha tani mempunyai tugas melaksana-
kan bimbingan tata laksana yang menguntungkan petani
dalam rangka upaya peningkatan pendapatan petani dan,
mempunyai firngsi :

a. melakukan usaha analisa usaha ta4i, menyiapkan bahan
informasi dan penyuluhan usaha tani serta melayani dan
menyiapkan pola usaha tani ;
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b. melakukan bimbingan tatalaksana usaha tani yang me-

nguntungkan petani dan menyusun pelaporan tata lak-

sana usatra tani.
Pasal 48

Seksi perizinan usaha pertanian dan pemanfaatan sumber
daya alam mempunyai tugas melaksanakan persiapah, Pe-
layanan dan pengandalan perizinan serta memberikan
bimbingan kepada perusahaan yang bergerak dibidang per-
tanian tanaman pangan dan mempunyai fungsi :

a. melaksanakan pengamatan dan analisa untuk keperluan
pemberian perizinan serta meneruskan persyaratan dan
prosedtu perizinan perusahaan pertanian tanaman pa-

ngan ;

b. memberikan pelayanan perizinan, bimbingan dan penga-

rahan dalam pembuatan study kelayakan perusahaan
pertanian ;

c. mengikuti perkembarigan dan melakukan bimbingan
kepada perusahaan pertanian ;

d. mengadakan pembinaan pemanfaatan sumber daya alam
yang dilaksanakan melalui pengawasan mutu pupuk,
pembinaan tata pertanahan, pembinaan perkreditan
dan pembinaan ketenagaan kegiatan pertanian.

Pasa] 49

Sub Dinas Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tu-
gas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Pertanian
dibidang Perlindungan Tanaman dengan berpedoman pada
kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 50

Untuk melaksanal<an tugas tersebut dalam pasal 49 Sub
Dinas Perlindungan mempunyai fungsi :

a. merencanakan, mengatur, membimbing dan membina
' pelaksanaan pengendalian zasad-zasad perusak tanaman

pangan (hama, penyakit dan gulma) sehingga dapat
membatasi kerugian akibat serangannya ;

b. merencanakan, mengatur, membina, monitoring serang-
an hama dan penyakit serta melaksanal<an peniatatan
unsur iklim ; '79



c. merencanakan, mengatur dan memberikan bimbingan
dalam penggunaan pestisida ;

d. memberikan bimbingan tentang perlindungan tanaman
pangan ;

e. melaksanakan tugas dinas yang dibebankan oleh Kepala
Dinas' 

pasal bl
Seksi pengamatan dan peramalan hama dan penyakit mem-
punyai tugas, membina, membimbing dan melakukan pe-
ngamatan dan penetapal diagnose hama dan penyakit ta-
naman serta mempunyai fungsi :

a. membimbing, membina dan memonitor serangan hama,
penyakit dan gulma serta kerusakan tanaman yang di
timbulkan;

b. membimbing, membina dan memonitor faktor lingkung-
an perkembangan/hama dan penyakit serta gulma ter-
masuk unsur iklim ;

c. mengadakan evaluasi serangan hama penyakit dan gulma
dan populasinya untuk keperluan pengendalian hama,
penyalcit dan gulma.

Pasal 52

Seksi Pestisida mempunyai tugas membimbing, membina
dan mengadakan pengawasan tentang peredaran penyim-
panan dan penggunaan pestisida serta mempunyai fungsi :

a. membimbing, menyusun dan menertibkan petunjuk ten-
tang cara-cara penyirnpanan dan penggunaan pestisida ;

b. merencanakan, menyedialcan dan mengatur sarana pe-

ngendalian ;

c. membina penyaluran dan kios sarana pengendalian hama.

Pasat 53

Seksi pengendalian hama dan penyakit lapangan mempu-
nyai tugas membimbing, membina dan melaksanakan per-
siapan dan pengembangan teknik pengendalian hama dan
penyakit lapangan serta mempunyai fungsi

a. membimbing, membina, men5rusun dan menertibkan pe-

doman pengendalian hama, penyahit dan gulma ;
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b. membimbing, membina dan menyusun bahan informasi
tentang cara-cara pengendaliran hama, penyakit dan
gulma;

c. membimbing, membina dan melal<ukan peragaan kon-
sep pengendalian hama penyakit dan gulma ;

d. membimbing dan mengkoordinasikan bantuan penang-
gulangan bila terjadi eksplosi hama, penyakit dan gulma.

Pasal 54

Seksi pengendalian hama vertibrata, hama dan penyakit
gudang mempunyai ttrgas membimbing, membina dan me-
laksanahan persiapan dan pengembangan teknik pengenda-

lian hama vertibrata dan hama gudang serta mempunyai
fungsi :

a. membimbing, membina menyusun dan menertibkan pe-

doman pengendalian hama vertibrata, hama dan penya'
kit gudang ;

b. membimbing, membina, men5nrsun bahan informasi
tentang cara-cata pengendalian hama vertibrata dan
hama gudang ;

c. membimbing, membina dan melakukan peragaan kon-
sep pengendalian hama vertibrata, hama dan penyalcit
gudang ;

d. usaha-usatra lain dalam rangka meningkatkan pengeta-

huan dan keterampilan petani' dibidarE pengendalian
hama vertibrata, hama dan penyakit gudang.

. Pdsal 55

Sub Dinas Perluasan Areal Pertanian Tanaman Pangqn

mempunyai tugas melaksanahan sebagian tugas pokok
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dibidang perluasan

areal pertanian berdasarkan kebijaksanaan Kepala Dinas.

Pasal 56

Untuk melaksanahan tugas tersebut dalam pasal 55, Sub
Dinas Perltrasan Areal Pertanian mempunyai fungsi :

a. memberikan bimbingan atas usatra rehabilitasi lahan
kritis, pencegahan erosi dan pengawetan tanah ;
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b. melakukan usaha pengembangan teknik penggunaan-

air dan bimbingan penggunaan air irigasi yang efisien,
pengembangan sumber air dan bimbingan penggunaan

air pasang surut ;

c. melaksanakan bimbingan pengembangan pertanian dae-

rah transmigXasi serta memberikan pengaturan persiapan

bantuan bimbingan petani dalam kegiatan pengembang-

an Iahan ;

d. melahsanakan tugas Dinas yang dibebankan oleh Kepala

Dinas.
Pasal 57

Seksi pengembangan lahan mempunyai tugas melaksana-

kan persiapan, pengaturan bantuan bimbingan kepada pe-

tani, badan usaha dan badan sosial dalam kegiatan pengem-
bangan lahan serta mempunyai fungsi :

a. melakukan penyusunan rencana program pengembang-

an lahim ;

b. melakukan bimbingan oprasionil daerah pengembangan
lahan;

c. oielakukan pergumpulan informasi dan penyusunan Ia-
poran pengembangan lahan.

Pasal 58

Seksi Rehabilitasi lahan kritis mempunyai tugas memberi-
kan bimbingan usaha rehabilitasi tanah kritis pencegahan

erosi dan pengawetan tanatr dalam rangka pelestarian tanah
untuk pertanian serta mempunyai fungsi :

a. melakukan persiapan Rehabilitasi latran kritis pencegah-

an erosi serta pengawetan tanah ;

b. melakukan bimbingan pencegahan erosi dan memberi-
kan teknik pengawetan, penggunaan dan pengelolaan
lahan untuk pertanian ;

c. melakukan tugas-tugas Lain yang berhubungan dengan
aspek kelestarian s4mber daya alam.

Pasal 59

Seksi tata guna air qempunyai tugas melalcsanakan usaha
pengembangan teknik penggunaan air secara efisien, mem-

82



b
p
n

a. melakukan perumusan rencana, program pedoman dan

pola tanam dalam pelaksanaan penggunaan dan pengem-

bangan sumber air, secata optimal ;

b. merumuskan pedoman pelaksanaan serta peningkatan

penggunaan air irigasi bagi petugas dan subak/petani
pemakai air ;

c. melakukan pola teknik pengembangan irigasi dalam pe-

nanggulangan banjir serta kekeringan ;

d. melakukan pen5rusunan rencana pengattuan dan membe-

rikan bimbingan kelembagaan petani penggunaan air,
badan hukum, badan sosial dalam penggunaan air hujan

secara efisien.

Pasal 60

Seksi transmigrasi mempunyai tugas tnelaksanalcan urusan
dibidang transmigrasi dan memp\rnyai fungsi :

a. mengatur penyediaan bibit/benih daerah,transmignsi ;

b. memberi bimbingan teknis pertanian terhadap kader
transmigpsi;

c. mengadakan obsen'asi calon lokasi transmigrasi, sebagai

bahan pembinaan bagi calon transmigrasi, sehingga tenrs
terbina kesinambungan proses produksi ;

d. usaha-usaha Iain yang berkaitan dengan kegiatan tran -

smigrasi.

Pasal 61

Sub Dinas Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan mempu-
nyai tugas melaksanahan sebagian tugas pokok Dinas Perta-
niran di bidang penyuluhan pertanian tanaman pangan se-

suai dengan pedoman serta kbbijaksanaan teknis yangj dite'
tapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 62

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 61,
Sub Dinas Penyuluhan mempuryai fwtgsi :
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a. meny'elenggaral€n pembinaan dan penyusunan serta
pengembangan mateni dan metode pengajaran bagi pen-
didikan dan latihan ketrampilan pertanian ;

b. menyelenggarakan dan memberikan bimbingan, pengo-
lahan materi penyuluhan, pengembangan metode pe-
nyuluhan serta penyebaran informasi pertanian ;

c. mengembangkan dan membimbing penyusunan program
penyuluhan pertanian bagi tani dewasa, taruna tani dan
wanita tani ;

d. menyelenggarakan, pengembangan biinbingan pelaksa-

naan administrasi penyuluhan, pelaporan penyuluhan
dan evaluasi penyuluhan ;

e. menyelenggarakan pembinaan Humas dan protokol dan
tugas lain yang berhubungan dengan pergembangan pe-
nyuluhan pertanian' 

Pasal 63

Seksi Bimbingan Kelembagaan Tani mempunyai tugas :

a. mergumpulkan dan men5rusun bahan-bahan untuk pe-

nyelenggaraan Ktrsus dan latihan kerja ;

b. menyiafkan rencana dan petunjuk-petrrrjuk teknis pe-
nyelenggaraan kursus-ktrrsus dan latihan ketrampilan
kerja ;

c. merencanakan dan mengembangkan tenaga pengajar
dan prahtek bagi semua jenis kwsus dan latihan kerja ;

d. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan lembaga-
lembaga pendidikan yang ada sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;

e. melalcsanakan tugas-tqas lain yang ada hubungannya
dengan kelancaran pelaksanaan pendidikan dan latihan
kerja.

Pasal 64

Seksi Bimbingan Kelembagaan Tapi mempunyai tugas :

a. mengembangkan dan membimbing penyusunan program
penyuluhan bagi kelompok-kelompok tani dan keluarga-
nya (petani dewasa, taruna tani, dan wanita tani) ;
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b. mengembangkan dan membimbing pelaksanaan adminis-

trasi penyuluhan yang mencahup persyaratan dan pe-

ngembangan tenaga penyuluh, tata kerja penyuluhan,
supenrisi penyuluhan dan pengembangan kepemimpinan
penyuluhan;

c. mengembangkan sistem pelaporan penyuluhan yang

efektif serta men5rusun laporan penyuluhan ;

d. mengembangkan sistem evaluasi penyuluhan yang men-

cakup penentuan obyek evaluasi, kritirea evaluasi, me-

tode evaluasi dan pemanfaatan evaluasi.

Pasal 65

Seksi Bimbingan Penyaluran Teknologi mempunyai tugas :

a. menyelenggaralcan pengumpulan dan pengolahan ilmu
pertanian hasil-hasil penelitian menj adi materi penyuluh'
an untuk masyarahat tani ;

b. mengembangkan metode penyuluhan yang efektif bagi
semua unit penyuluhan dan at'au masyarakat tani ;

c.'menyelenggarakan, membimbing, pengumpulan, pengo-

lahan, produksi menjadi bahan informasi pertanian serta
penyebarannya kepada unit-unit penyuluhan ;

d. mengikuti segala kegiatan Dinas Pertanian untuk dijadi'
kan bahan informasi (Humas) dan protokol serta mengi-
kuti perkembangan masyarahat dibidang pertanian.

Pasal 66

Seksi Sarana Penyuluhan mempunyai ttrgas :

a. menyelenggarakan pembinaan semua unit pendidikan/
penyuluhan antara lain meliputi alat pengajaran, per-
lengkapan penyuluhan, barryunan, tanah, alat praktek
usaha tani dan lain-lain ;

b. mencatat, memelihata serta mengembangkan perpusta-
kaan Dinas ;

c. mengembangkan, membimbing dan membina Batai-
Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
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BAB V
TATA KER,'A

Pasal 67

1. Dalam melaksanahan tugasnya antara Dinas Pertanian
dengan instansi veftikal yang sejenis wajib diselenggara-
kan atas dasar hubungan fungsionil dengan cara yang
sebaik-baiknya.

2. Dalam melalcsanakan tugasnya antara Dinas Pertanian
dan Dinas Daerah Tingkat II wajib diselenggarahan atas
dasar hubungan fuigsionil dengan cara yang sebaik-
baiknya.

Pasal 68

1. Kepala Dinas Pimpinan Satr.ran Organisasi/Unit kerja
dalam lingkwrgan Dinas Pertanian dalam melaksanakan
tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi
dan syncronisasi baik dalam lingkungan Dinasnya mau-
pun dalam hubungan antara Dinas/instansi lainnya.

2. Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebi-
jaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. I

3. Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, mem-
bimbing dan mengawasi pekerjaan urutru-unsru pemban-
tu dan pelahsana yang berada dalam lingkwtgan dinas-
nya.

4. Bilamana Kepala Dinas memandang perlu untuk menga-

dakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan
oleh Kepala Daerah, maka hal tersebut harus diajukan
kepada Kepala Daerah untuk mendapat keputusan.

Pasal 69

(1) Setiap Pirnpinan Satuan Organisasi/Unit kerja dalam
Iingkungan Dinas Pertanian wajib memimpin dan
mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk pada
pelaksanaan tugas bagi bawahannya.

(2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi wajib mengikuti
' dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung

jawab kepada atasan masing-masing dan menyampai-
kan laporan berkala tepat pada waktunya.
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(3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan
Organisasi dari bawahan wajib diolah dan diperguna-
kan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk
lebih lanjut kepada bawahan.

Ddam melalcsanakan tugasnya antara Dinas Pertanian
dan Instansi Vertikal yang urusannya sejenis diseleng-
garakan atas dasar fungsional dengan cara yang se-
baik-baiknya

BAB VI
KEPEGAWAIAI.I

Pasal 70

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala
Daerah.

(21 Kepala Bagian, Kepda Sub Dinas, Kepala Cabang
Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan
diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala
Dinas.

Pasal 71

Jenjang kepangkatan dan sustrnan kepegawaian Dinas Per-
tanian akan diatur kemudian sesuai dengDn peratrgan
Perundang-Undangan yang berlalcu.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Palnl 72
Ketrangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Pertanian di-
sedialcan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
serta subsidi atau bantuan Pemerintahrlt{ dan tembaga
lain diluar Pemerintah Daeratr yang sah. -'

BAB VIII
ETENTUAN PENUTT'P

Pasal 73

Hal-hal yang belum cukup diatw dalan Peraturan Dasah
ini ahan diatur kemudian'dengan Keputusan Kepala Dae'

rah sepanjang mergenai pelahsanaannya.

81

(4)



Pasal 74
(1) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak

berlaku lagi Keputusan Gubernur Kepala Daerah
fingkat I Bali tanggd 1 April 1979 Nomor 10/HK/
I.Cl79 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah
Tingkat I Bali.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di-
undangkan dalarn Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH

TINGKAT I BALI
KETUA,

ttd.

I GUSTI PI.ITU RAKA, SH.

Denpasar, 18 Oktober 1988

CUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI,

ttd.

M A N T R A.
NIP. 130095383.

Disahkan Menteri Dalam Negeri
dergan Keputusan Nomor : 061.161-
1500 tanggd : 31 Oktober 1985
Diundangkan dnlem Lembaran Daerah
Propinbi Daerah fingkat I Bali

Nomor : 142 tanggal : 2 Januari 1986
Seri .: : D Nomor: 140

Sekritaris Wilafiah/Daerah Tk. I BaU,

ttd.

Ihs. SEMBAH SUBHAKTI.
NIP.010023939.
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 09 TAHUN 19S

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI

I. UMUM:
Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 49 Undang-Undang No-
mor 5 Tahun 797 4, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas cq Dinas Pertanian Tanaman
Pangan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Sebagai tindak lanjut daripada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
363 Tatrun L977 yo Keputr.rsan Menteri Pertanian Nomor  lSlKptsl
04161L980, dalam rangka peningkatan prqduksi Pertanian Tanaman
Pangan dengan teknologi modern/mutakhir; dipandang perlu mening-
katkan penyelenggaraan tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pro-
pinsi Daerah Tingkat I Bali agar berdayaguna dan berhasilguna ; lebih-
lebih menghadapi Pelita IV dan Pelita-pelita berikutnya maka dipan-
dang perlu pula meningkatkan dan menyemp'urnakan Susunan Orgtlnisa-
si dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah
Tingkat I Bali.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4
Pasal 5
Pasal 6'Pasal 7
Pasal 8
Pasal I
Pasal 10
Pasal 11
Pasal L2

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
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Pasal 13
Pasal L4
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal. 19
Pasal 20
Pasal 2L
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25
Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28
Pasal 29
Pasal 30
Pasal 31
Pasal 32
Pasal 33
Pasal 34
Pasal 35
Pasal 36
Pasal 37
Pasal 38
Pasal 39
Pasal 40
Pasal 4L
Pasal 42
Pasal 43
Pasal 44
Pasal 45
Pasal 46
Pasal 47
Pasal 48
Pasal 49
Pasal 50
Pasal 51
Pasal 52
Pasal 53
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Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukbp jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.



Pasal 54
Pasal 55
Pasal 56
Pasal 57
Pasal 58
Pasal 59
Pasal 60
Pasal 61
Pasal 62
Pasal 63
Pasal 64
Pasal 65
Pasal 66
Pasal 67
Pasal 68
Pasal 69
Pasal 70
Pasal 7l
Pasal 72
Pasal 73
Pasal 74
Pasal 75
Pasal 76
Pasal 77
Phsal 78
Pasal 79
Pasal 80
Pasal 81
Pasal 82
Pasal 83
Pasal 84
Pasal 85
Pasal 86
Pasal 87
Pasal 88
Pasal '89

Pasal 90
Pasal 91
Pasal 92
Pasal 93
Pasal 94

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
CFkup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
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Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal 1
Pasal 1
Pasal 1
Pasal 1
Pasal 1
Pasal 1
Pasal 1
Pasal 1
Pasal 1

95
96
97
98
99
00
01
02
03
o4
05
06.
01
08

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
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MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGDRI
NOMOR:061.161 -1b00.

TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 09 TAHUN 1983 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUN.
AN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN

PANGAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

MENTERI DALAM NEGERI,

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

a. S Tingkat I Bali tanggal
9 B41-lL6gB2/Hk perihal
P n Daerah ;

b. Peratr.uan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali No_
mor 09 Tahun 1983 tentang pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas pertanian Tanaman
Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

bahwa tidak berkeberatan untuk mengesahkln perattuan
Daerah yang dimaksud.

1. Undang-Undang Nomor b Tahun LgT4tentang pokok_
Pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Keputusan Menteri Da}am Negeri Nomor 863 Tahun
1977. tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Orga_
nisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor B Tahun 19g0
tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai pembentukan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas pertanian Ta_
naman Pangan.

MEMUTUSKAN:

Mengesahkan Peraturan Tingkat I
Bali Nomor 09 Tahun 1 a1, Susurr-
an Organisasi dan Tata Tanaman
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Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dengan perubahan :

1. Konsiderans Mengingat :

- nomor urut l diubah menjadi nomor 2.

- nomor urut 2 diubah menjadi nomor 1.

2. Pasal t huruf f dan g dihaPus.

3. Pasal 2 ayat (2) :

pada akhir ayat ditambahkan kata-kata "dibidang perta-

nian tanaman pangan".

4. Judul Bab III diubah dan harus dibaca :

,,SUSUNAN ORGANISASI''

5. Kata-kata "Bagian Pertama" dan "Susunan Organisasi

dan Tata Kerja" dihapus.

6. Pasal 5 huruf e dan fdihapus.

?. Ditambahkan Pasal 6 sampai dengan 15 baru sebagai be-

rikut :

Pasal. 6

Sub Dinas-Sub Dinas dimaksud pada Pasal 5 huruf c ada-

lah sebagai berikut :

a. Sub Dinas Bina Program.
b. Sub Dinas Bina Produksi Tanaman Pangan.
c. Sub Dinas Bina Produksi Horticultura.
d. Sub Dinas Bina Usaha Petani dan Pengolahan Hasil

Pertanian.
e. Sub Dinas Perlindungan Tanaman Pangan.
f. Sub Dinas Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan.
g. Sub Dinas Perluasan Areal Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 7

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum ;

b. Sqb Bagiran Kepegawaian ;

c. Sub Bagian Keuangan ;

d' Sub Bagian PerlengkaPan ;
e. Sub Bagian Efhiensi dan Tata Laksana.
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(2) Sub Bagian-Sub Bagian tersebut pada ayat (1) pasal
ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang
berada dan bertanggungiawab kepada Kepala Bagi-
an Tata Usaha' 

pasar g

Sub Dinas Bina Program terdiri dari :

a. Seksi data dan statistik Pertanian.
b. Seksi penganggaran.
c. Seksi perEendalian dan Evaluasi.
d. Seksi Identifikasi dan Perumusan.

Pasal 9

Sub Dinas Bina Produksi Tanaman Pangan terdiri dari :

a. Seksi pengujian dan pengembangan teknologi pro-
duksi ;

b. Seksi Pembinaan produksi Benih ;

c. Seksi pengembangan alat dan mesin pertanian ;
d. Seksi pengembangan produksi.

Pasal 1O

Sub Dinas Bina Produksi Horticultwa terdiri dari :

a. Seksi pengembangan teknologi Produksi Horticultura.
b. Seksi Pengujian teknologi Produksi Horticultura.
c. Seksi Bina hoduksi Benih/Bibit Horticultura.
d. Seksi Perlakuan hasil Horticultwa.

Pasal 11

Sub Dinas Bina Usaha Petani dan pengolahan hasil ter-
diri :

a. Seksi informasi pemasaran ;
b. Seksi pasca panen ;
c. Seksi manajemen usaha tani ;
d. Seksi perizinan usaha pertanian dan pemanfaatan

sumber daya alam.

Pasal 12

Sub Dinas Perlindungan terdiri dari :

a. Seksi Pengamatan dan Peramalan hama dan penyakit ;
b. Seksi pestisida ;
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c. Seksi pengendalian hama dan penyakit lapangan ;

d. Seksi pengendalian hama vertibrata, hama dan penya-
kit gudang.

Pasal 13
' Sub Dinas Perluasan Areal Pertanian terdiri dari :

a. Seksi pengembangan lahan ;

b. Seksi Rehabilitasi lahan kritis ;

c. Seksi tata guna air ;

d. Seksi Transmigrasi.

Pasal 14

Sub Dinas Penyuluhan terdiri dari :

a. Seksi bimbingan tenaga Penyuluhan dan Program
Penyuluhan ;

b. Seksi bimbingan kelembagaan tani ;

c. Seksi bimbingan Penyaluran Teknologi ;

d. Seksi Sarana Penyuluhan

Pasal 15

Bilamana dipandang perlu dapat dibentuk Cabang'
cabang Dinas Pertanian sesuai dengan pedoman yang di-
tetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

8. Pasal 6 lama diubah menjadi Pasal 16 baru dan harus di-
baca sebagai berikut :

Pasal 16

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian adalah seba-
gaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagi-
an yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Dibawah Pasal 16 baru ditambahkan kata-kata :

"BAB'IV" dengan judul "BIDANG TUGAS".

10. Bagian kedua, Bagian ketiga dan Bagian Keempat di-
bawah Bab III diubah menjadi Bagian Pertama, Bagian
Kedua dan Bagian Ketiga dibawah Bab IV baru.

11. Pasal-pasal 10 dan 16 lama, Pasal 19,26,33, 40, 47 ,54,
61, 66, 67 sampai dengan Pasal 100 dihapw.

12. Urutan Pasal-pasal supaya disesuaikan.
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13. Pasal 27 baris pertama :

Kata-kata "Seksi data pertanian dan Statistik" diubah
dan harus dibaca "Seksi data dan Statistik Pertanian".

14. Pasal 39 baru hunrf d diubah.dan harus dibaca :

"d. Seksi Bina Perla]<uan hasil Horticultura".

15. Pasal 43 baru :

baris pertama kata-kata "Sub Dinas Bina Usaha Petani'l
diubah dan harus dibaca "Sub Dinas Bina Usaha Petani
dan Pengolahan Hasil".

16. Pasal 48 baru :

hr.uuf d baris pertama kata-kata "sumber daya" diubah
dan harus dibaca "Sumber daya alam".

17. Bab IV lama diubah menjadi Bab V.
18. Pasal 101 s/d 103 diubah menjadi Pasal 67 s/d Pasal 69.

19. Bab V lama diubah menjadi Bab VI dengan judul "KE-
PEGAWAIAN''.

20. Pasal 104 diubah dan harus dibaca :

Pasal 71

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Ke-
pala Daerah.

(2) Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Cabang
Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diargkat
dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul
Kepala Dinas.

21. Pasal 105 diubah dan harus dibaca :

Pasal 72

Jenjaag kepangkatan dan susunan kepegawaian Dinas
Pertanian akan diatr.u kemudian sestrai dengan peraturan
Perundang-undangan yarlg berlalcu.

22.Pasal106 dihapus.

23. Setelatr Pasial72, ditambahkan Bab dan Pasal 73 sebagai

berikut :
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BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 73

Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Pertanian

disediakan dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

serta Subsidi atau bantuan Pemerintah Pusat dan Lem-

baga lain diluar Pemerintah Daerah yang satr.

24. Setelah Pasal TS ditambatrkan Bab baru sebagai berikut :

"BAB VIII KETENTUAN PENUTUP''.

25. Pasal 107 diubahdan harus dibaca :

Pasal 74

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Dae-

rah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala
Daerah sepanjang mengenai pelalsanaannya.

26. Pasal 108 :

- diubah menjadi Pasal75. .

- ayal (2) diubah menjadi aYat (1).

- ayat (1) lama diubatr menjadi ayat (2\.

27. Setelah Bagian penandatanganan ditambahkan kata'kata
sebagai berikut :

- Disalrkan oleh Menteri Dalasr Negeri dengan Surat
Keputusantanggal ....:,
Nomor

- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Dae-

rahTingkatl BaliNomor ... Tahun
Tanggal . Seri .

28. Perubahan pada Bagan Susunan Organisasi :

- Sub Dinas Bina Usahd Petani dan Pengolahan Hasil di-
ubatr dan tranrs dibaca "Sub Dinas Bina Usaha Petani
dan Pengolahan Hasil Pertanian".

- Sub Dinas Perlindungan diubah dan hanx dibaca

"Sub Dinas Pedindungan Tanaman Pangan".

- Sub Dinas Penyuluhan diubah dan harus dibaca "Sub
Dinas Penyuluhan Pertanian Tanaman Pangan".
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- Sub Dinas Perluasan Areal Pertanian diubah dan harus
dibaca "Sub Dinas Perluasan Areal Pertanian Tanam-
an Pangan".

Ditetapkandi : Jak art a.
Pada tanggal : 31 Oktober 1985.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.
SOEPARDJO.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepad'a :

1. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Menteri Negard Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
5. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jal<arba.

6. 'Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
?. Sdr. Gubernw Kepala Dperah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I

Bali di Denpasar.

108


